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BUPATI BANGKALAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN H~~ATI BANGKALAN 
NOMOR /rTAHUN 2018 

TENTANG 
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

a . bahwa. dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik melalui kegiatan perangkat 
daeah yang efektif, efisien dan akuntabel serta 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten 
Bangkalan melakukan pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem 
pengendalian intern yang efektif dan efisien di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu 
menerapkan kebijakan penilaian risiko; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 
penilaian risiko; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan 
tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, 
Tambahan Berita Negara Nomor 09) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965, Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5492); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2016 No. 1/D, Tambahan Lembar 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37); 
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12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA 
PERANGKAT DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan barang milik Daerah, 
Negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangkalan. 

8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
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yang baik. 
Inspektorat adalah 
pemerintah yang 
kepada Bupati. 

aparat pengawasan intern 
bertanggung jawab langsung 

10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah. 

11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang 
tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat 
Daerah. 

12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang 
tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat 
Daerah. 

13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang 
diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah 
diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan 
Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah. 

14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari 
suatu kegiatan pada Perangkat Daerah. 

15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu 
dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif 
terhadap pencapaian tujuan 

16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap 
risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka 
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran 
dampaknya, untuk menetapkan level atau status 
risikonya 

1 7. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 
disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang 
akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD 

19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang 
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 
yang disertai dengan indikator kinerja. 

20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi 
tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama 
perangkat daerah. 

21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko­
risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi 
Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
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22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan 
Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah. 

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah 
yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Pasal 2 

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah 
sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah 
Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap 
Perangkat Daerah. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk: 
a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk 

risiko secara efektif dan efisien; dan 
menganalisis dan b. mengidentifikasi, 

mengendalikan risiko 
pengendalian risiko. 

serta memantau aktivitas 

BAB II 
PENILAIAN RISIKO 

Pasal 3 

{1} Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan 
penilaian risiko. 

(2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan: 
a. Tujuan Perangkat Daerah/PPKD; dan 
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan. 

(3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. Identifikasi risiko; dan 
b. Analisis risiko. 

Pasal 4 

(1) Tujuan Perangkat Daerah/PPKD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat 
pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis, dan terikat waktu. 

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. 

(3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat(l), Kepala Perangkat Daerah/PPKD 
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menetapkan: 
a. Strategi operasional yang konsisten; dan 
b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana 

penilaian risiko. 

Pasal 5 

Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit 
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan: 
a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis 

Perangkat Daerah; 
b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak 

bertentangan satu dengan lainnya; 
c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah 

daerah; 
d. mengandung unsur kriteria pengukuran; 
e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang 

cukup;dan 
f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses 

penetapannya. 

Pasal 6 

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan: 
a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan 

Perangkat Daerah/ PPKD dan tujuan pada tingkatan 
kegiatan secara komprehensif; 

b. menggunakan mekanisme yang memadai 
mengenali risiko dari faktor ekstemal dan 
internal; dan 

untuk 
faktor 

c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 

Pasal 7 

( 1) Analisis Risiko se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan 
tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap 
pencapaian Tujuan Perangkat Daerah/PPKD. 

(2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang 
dapat diterima. 
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BAB III 
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 

Pasal 8 

(1) Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun draft 
dokumen Penilaian Risiko; 

(2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) terdiri atas: 
a . daftar tujuan kegiatan; 
b. daftar risiko; 
c. formulir analisis risiko; 
d. skala kemungkinan terjadinya risiko; 
e. skala dampak terjadinya risiko; 
f. formulir identifikasi celah pengendalian; 
g. rencana tindak pengendalian; 
h. laporan pelaksanaan RTP; 
1. realisasi pelaksaan RTP. 

(3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada 
Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen 
RKA Perangkat daerah/PPKD. 

(5) Inspektorat melakukan reviu atas Draft Dokumen 
Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala 
perangkat daerah/ PPKD. 

(6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (4) 
terdapat perbaikan, dokumen Penilaian risiko 
dikembalikan pada Perangkat Daerah/PPKD untuk 
dilakukan perbaikan. 

Pasal 9 

(1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara 
pengisian Dokumen Penilaian Risiko. 

(2) Tata cara peng1s1an dokumen Penilaian Risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 10 

( 1) Dokumen Penilaian Risiko basil reviu Inspektorat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani 
oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD. 

(2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah direviu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 
kepada Bupati melalui Inspektorat. 

(3) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menyampaikan 
Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada lnspektorat paling lambat akhir 
bulan Februari tahun berikutnya. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 11 

( 1} Dokumen Penilaian Risiko harus segera 
dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD melaksanakan RTP 
yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko. 

(3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat 
Daerah/PPKD wajib membuat laporan Pelaksanaan 
RTP dan disampaikan kepada Kepala Bupati melalui 
Inspektorat. 

(4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Isnpektorat. 
(5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala 

Perangkat Daerah. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

( 1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan 
pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui 
Inspektorat. 

(2) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. sosialisasi; 
b. pendidikan dan latihan; 
c. pembimbingan dan konsultansi; 
d. peningkatan kompetensi auditor Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. 
(3) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. audit; 
b. reviu; 
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c. evaluasi; 
d . pemantauan; 
e. kegiatan pengawasan lainnya. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan yang ditimbulkan atas adanya Peraturan 
Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

Diundangkan di Bangkalan 

Pada tanggal 2. 9 JUN 2018 

Ditetapkan di Bangkalan 
Pada tan 2~ JUN 2018 . 

ANGKALAN, 

A DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 
NOMOR 1, 1 e . 


